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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF AUDIT RESULTS OF THE STATE AUDIT BOARD
OF REPUBLIC INDONESIA (BPK-RI) TOWARDS CORRUPTION LEVEL

IN INDONESIA

by
Riski Lukfiarini

Unqualified in audit opinion on financial statements is often considered as a
measure of performance achievement for local governments. But, there is still a lot
of corruption in the local government that gets the unqualified opinion from the
State Audit Board of Indonesia (BPK-RI). This study aims to determine the
relationship between the audit results of the State Audit Board of Indonesia (BPK-
RI) with the level of corruption that occurred in the provincial government in
Indonesia with the size of provincial government as a control variable. BPK-RI
audit results include audit opinion, audit findings on weaknesses of internal control
system, audit findings on non-compliance with laws and regulations and follow-up
audit results. After performing regression analysis using fixed effect model (FEM)
method on panel data from 31 provinces in Indonesia during 2011 - 2015, test result
showed that audit opinion, audit findings on weakness of internal control system,
and audit findings on non-compliance with laws and regulations have no effect
level of corruption, while audit follow-up has negative and significant effect on
level of corruption.

Keywords: level of corruption, audit opinion, audit findings, audit follow-ups, the
state of audit board, BPK-RI, government size, internal control
system, WTP.
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ABSTRAK

PENGARUH HASIL AUDIT BPK-RI TERHADAP
TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA

Oleh
Riski Lukfiarini

Opini audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada laporan keuangan sering
dianggap sebagai ukuran prestasi kinerja bagi pemerintah daerah. Herannya masih
banyak korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah yang mendapat opini WTP
dari BPK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara
hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dengan
tingkat korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia dengan
ukuran pemerintah daerah provinsi sebagai variabel kontrolnya. Hasil audit BPK-RI
meliputi opini audit, temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal,
temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta
tindak lanjut hasil audit. Setelah melakukan analisis regresi dengan metode fixed
effect model (FEM) atas data panel dari 31 provinsi di Indonesia selama tahun 2011
– 2015, hasil pengujian menunjukkan bahwa opini audit, temuan audit atas
kelemahan sistem pengendalian internal, dan temuan audit atas ketidakpatuhan
terhadap peraturan dan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap tingkat
korupsi, sedangkan tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap tingkat korupsi.

Kata Kunci: tingkat korupsi, opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit,
BPK-RI, WTP, ukuran pemerintah, sistem pengendalian internal.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan suatu bentuk patologi

sosial berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara, baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara

kolektif (Bahrin, 2004). Data mengenai tingginya level korupsi di Indonesia

ditunjukkan oleh riset Lembaga Transparancy International mengenai peringkat

korupsi pada sektor publik negara. Hasil riset tersebut menempatkan Indonesia

pada urutan 90 dari 176 negara yang diukur dengan skor sebesar 37, di mana nol

menunjukkan tingkat tertinggi persepsi korupsi dan 100 adalah tingkat terendah

(TI Corruption Perception Index 2016). Skor CPI tersebut menunjukkan adanya

tren positif yang sangat lambat dari upaya pemberantasan korupsi selama 5 tahun

terakhir karena tingkat korupsi yang masih saja tinggi di Indonesia dan tidak ada

efek jera bagi para pelakunya. Menurut Gupta et al., (2002) tingginya tingkat

korupsi di suatu negara membuktikan buruknya penyelenggaraan pemerintahan di

negara tersebut karena peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya

publik dapat terdistorsi dengan adanya fenomena korupsi.

Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia membawa implikasi pada

terjadinya pergeseran relasi kekuasaan pusat–daerah dan antar lembaga di daerah.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah

memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan atas daerahnya secara

mandiri. Otonomi daerah pada dasarnya diberikan pada daerah agar pemerintah

daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah

daerah untuk tercapainya good governance (Mardiasmo, 2009). Namun menurut

Rinaldi, Purnomo, dan Damayanti (2007) sejak diberlakukannya otonomi daerah

di tahun 2001 telah terjadi kecenderungan korupsi di pemerintah daerah yang

meningkat.

Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester I 2016

menunjukkan praktik korupsi di daerah mencapai 205 kasus (97%). Sebaliknya di

level nasional hanya lima kasus (2%). Berdasarkan lembaga pelaku kasus korupsi,

ICW juga mencatat birokrasi daerah menjadi yang tertinggi dengan 145 kasus

korupsi, menyusul lembaga non-kementerian, BUMN, KPU, kecamatan/

kelurahan, universitas, dan DPRD. Hal ini membuktikan bahwa hingga saat ini,

pemerintah daerah masih menjadi episentrum kasus korupsi. Dengan demikian,

semakin luasnya pelaksanaan otonomi daerah, perlu diimbangi dengan

pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan korupsi, kolusi, nepotisme

(KKN) baru atau memindahkan KKN dari tingkat pusat ke daerah (Pontas R.

Siahaan, 2004).

Salah satu upaya tindakan pengawasan pemerintah dalam rangka

memberantas korupsi adalah dibentuknya institusi independen yang melakukan

pemeriksaan terhadap keuangan negara (audit). Melalui pekerjaan audit, auditor
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juga merupakan elemen yang signifikan dan mengurangi kecurangan dan korupsi.

Secara lebih rinci, Menurut Liu dan Lin (2012):

Government auditing, the fundamental purpose of which is to monitor,

ensure and appraise the accountability of government, is an important

institutional arrangement in modern government governance. By

monitoring the operation of public power, especially how public resources

are used, government auditing can strengthen accountability and reduce

the abuse of power and resources. The governance practices of many

countries also indicate that government auditing can play a unique role in

curbing corruption.

Dari pernyataan tersebut Liu dan Lin mengungkapkan bahwa audit

pemerintahan bertujuan untuk memantau, meyakinkan, dan menilai

akuntabilitas pemerintahan. Melalui pemantauan penggunaan sumber daya publik,

audit pemerintahan dapat memperkuat akuntabilitas dan mengurangi

penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Praktek pemerintah di beberapa

negara juga mengindikasikan bahwa audit pemerintah dapat memerankan peran

unik dalam pemberantasan korupsi. Auditor mempunyai kemampuan dalam

mendeteksi laporan keuangan yang membuat mereka efektif dalam

menginvestigasi korupsi yang terjadi. Di sisi lain, menurut Gong (dikutip oleh Liu

dan Lin, 2012) efek jera dari audit pemerintah dapat ditingkatkan dengan

membuat hasil audit diketahui masyarakat dan menetapkan birokrat individu yang

bersangkutan bertanggungjawab.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undnag Nomor 15

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tugas dan wewenang BPK

adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
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dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya,

Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan

Layanan Umum, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan

negara. Pemeriksaan oleh BPK-RI tidak hanya menghasilkan opini atas laporan

keuangan dan laporan keuangan yang diaudit tetapi juga memberikan catatan hasil

temuan. Temuan tersebut menjelaskan kelemahan pengendalian internal dan

ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil audit juga

memberikan informasi potensi kerugian negara yang ditemukan dalam proses

audit akibat dari penyalahgunaan dan inefisiensi penggunaan APBN/APBD

(Setyaningrum, 2012). Secara keseluruhan proses audit di sektor publik dapat

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Dwiputrianti, 2008) serta membantu

mencegah adanya tindakan korupsi (Dye dan Staphenhurst 1998, Khan 2006).

Beberapa tahun belakangan ini, opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah

daerah menjadi sorotan. Bukan tanpa alasan, beberapa pemerintah daerah yang

mendapatkan opini WTP masih terindikasi korupsi/suap yang dilakukan oleh

pejabat pada instansi daerah tersebut (Rini dan Damiati, 2017). BPK adalah

pemeriksa keuangan Negara yang mandiri sejalan dengan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara. Hasil pemeriksaan BPK seharusnya mampu menjadi tolok ukur kinerja

serta media bagi suatu institusi yang berperan mengurangi kecurangan dan

korupsi.

Tidak banyak studi yang membahas keterkaitan antara audit pemerintahan

dengan korupsi. Hal ini diungkapkan oleh (Blume and Voigt, 2011; Olken, 2007
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dalam Liu dan Lin, 2012) “Only a few studies touch upon the relationship

between government auditing and corruption”. Liu dan Lin (2012)

mengungkapkan “However, none of these studies answer the question of how

government auditing may help to curb corruption”. “the number of irregularities

in public financial revenue and expenditure detected by local audit institutions

will be significantly related to the degree of corruption in that province.” Liu dan

Lin (2012). Melalui penelitian yang mereka lakukan, mereka mengemukakan

bahwa jumlah ketidakberesan dalam pendapatan dan belanja pemerintah yang

dideteksi oleh institusi audit lokal akan berkaitan secara signifikan dengan tingkat

korupsi di propinsi tersebut.

Beberapa penelitian lain yang membahas keterkaitan opini audit yang

diberikan BPK RI dengan korupsi seperti Rini dan Sarah (2014) mengungkapkan

bahwa opini yang baik mengindikasikan bebas dari korupsi. Senada dengan

penelitian Khair (2015) yang menunjukkan opini audit dan sistem pengendalian

internal berpengaruh signifikan terhadap kerugian negara yang mengindikasikan

adanya penyimpangan. Hasil penelitian Masyitoh dkk (2015) membuktikan

bahwa opini audit, temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan serta tindak lanjut audit berpengaruh terhadap persepsi

korupsi. Berbeda dengan yang dinyatakan oleh penelitian Heriningsih dan Marita

(2013) bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Menurut

Effendy (2013) opini atau hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak

dapat dipastikan dapat menjamin baik dan buruknya pengelolaan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh Hasil Audit BPK-RI terhadap Tingkat
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Korupsi di Indonesia”. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian

yang telah dilakukan oleh Masyitoh dkk. (2015) dengan perbedaan pada populasi

dan proksi pengukuran tingkat korupsi, yaitu:

1. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah tingkat provinsi.

Sedangkan, populasi penelitian sebelumnya adalah pemerintah daerah

kabupaten.

2. Penelitian terdahulu menggunakan Indeks Persepsi Korupsi yang tidak

mengukur korupsi secara langsung tetapi persepsi atas tingkat korupsi.

Sedangkan penelitian ini menggunakan data jumlah korupsi dari Kejaksaan

Republik Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah di

penelitian ini adalah:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi?

2. Apakah temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh

terhadap tingkat korupsi?

3. Apakah temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-

undangan berpengaruh terhadap tingkat korupsi?

4. Apakah tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka penelitian bertujuan yaitu untuk:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi.
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2. Membuktikan secara empiris pengaruh temuan audit atas kelemahan sistem

pengendalian intern terhadap tingkat korupsi.

3. Membuktikan secara empiris pengaruh temuan audit atas ketidakpatuhan

terhadap peraturan dan perundang-undangan terhadap tingkat korupsi

4. Membuktikan secara empiris tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat

korupsi.

1.4 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Kontribusi Teoritis

1. Bagi akademisi dan peneliti berikutnya

Sebagai sarana untuk memperluas wawasan mengenai audit dan

penanganan korupsi yang terjadi di Indonesia serta sebagai bahan

referensi penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

b. Kontribusi Praktis

1. Bagi pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan dalam menyusun langkah-

langkah solutif pemberantasan korupsi khususnya pada pemerintah

daerah tingkat provinsi di Indonesia.

2. Bagi regulator

Diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan

untuk meningkatkan kualitas audit dan transparansi.

3. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan

Diharapkan bahwa hasil penelitian dapat digunakan sebagai motivasi

untuk meningkatkan kualitas audit, meningkatkan sistem pengendalian
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internal pemerintah, dan dilaksanakannya tindak lanjut atas rekomendasi

audit

1.5 Sistematika Penulisan

BAB  I : PENDAHULUAN

Terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian serta sistematika penulisan

BAB  II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, kerangka pemikiran dan pengembangan

hipotesis.

BAB  III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi

operasional variabel, pengukuran variabel, metode pengumpulan data serta

metode analisis.

BAB  IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum organisasi, hasil penelitian dengan metode

analisis deskriptif, uji analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB  V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, saran, implikasi dan keterbatasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut teori keagenan dan peranan audit menunjukkan bahwa munculnya

audit disebabkan karena adanya masalah ketidakpercayaan prinsipal pada agen-

agen (Effendy, 2013). Jensen dan Meckling (1976) dalam Arifah (2012) teori

keagenan adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal

dan agen, yaitu antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Pihak

prinsipal adalah pihak yang mengambil keputusan dan memberikan mandat

kepada pihak lain (agen), untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal.

Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan

oleh prinsipal padanya.

Menurut Eisenhard dalam Sabeni (2005) teori keagenan dilandasi oleh 3

(tiga) buah asumsi yaitu :

a. Asumsi tentang sifat manusia

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat

untuk mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan

rasionalitas (bounded rationality), dan tidak menyukai risiko (risk aversion).
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b. Asumsi tentang keorganisasian

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi,

efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya Asymmetric Information

(AI) antara prinsipal dan agen.

c. Asumsi tentang informasi.

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai

barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Berdasarkan asumsi di atas, kemungkinan besar manusia akan bertindak

mengutamakan kepentingan pribadinya. Agen memiliki motivasi untuk

meningkatkan kompensasi ekonomi dan psikologisnya, sementara prinsipal

memiliki motivasi untuk meningkatkan profitabilitasnya. Hal ini mendorong

terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang mana konflik

tersebut akan terus meningkat karena prinsipal tidak bisa mengawasi kegiatan

agen untuk memastikan bahwa agen telah bertindak sesuai keinginan prinsipal. Di

sini lah kecenderungan kesenjangan informasi atau asimetri informasi terjadi.

Adanya asimetri informasi menyebabkan terjadinya persoalan dalam hubungan

prinsipal-agen, bilamana agen memiliki informasi lebih tentang kinerja aktual,

motivasi dan tujuan yang berpotensi menciptakan moral hazard dan adverse

selection (Latifah, 2010). Adverse selection terjadi karena adanya perbedaan

jumlah informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen sehingga prinsipal tidak

mampu membedakan apakah agen melakukan sesuatu yang baik atau tidak (Faria

dan Silva, 2013). Agen akan cenderung menyembunyikan informasi untuk

memperoleh manfaat yang lebih demi keuntungan pribadi.
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Dalam penelitian ini teori keagenan digunakan sebagai dasar acuan untuk

menjelaskan konflik yang terjadi antara pemerintah daerah yang berperan sebagai

agen dan masyarakat yang berperan sebagai prinsipal terkait penggunaan

Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah yang

menerima mandat atas pengelolaan sumber daya harus memberikan pelayanan

maksimal kepada masyarakat atas sumber daya yang digunakan untuk memenuhi

hajat hidup orang banyak. Asimetri informasi akan terjadi karena pemerintah

daerah memiliki lebih banyak informasi mengenai sumber daya yang dimiliki

dalam bentuk APBD dibandingkan dengan masyarakat sehingga memungkinkan

terjadinya penyelewengan oleh agen.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya agency problem di atas maka

diperlukan peran pengawasan pada pemerintah daerah untuk memastikan bahwa

pengelolaan sumber daya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Salah

satu bentuk dari tindakan pengawasan adalah adanya audit laporan keuangan dan

kinerja pemerintah daerah. Dengan begitu asimetri informasi yang terjadi antara

prinsipal dan agen dapat diminimalisir. Ketidakpercayaan prinsipal akan selalu

ada selama ada variasi dalam penggunaan dana publik antara anggaran dengan

realisasi yang mengakibatkan perlunya audit. Di sisi lain, pertanggungjawaban

atas pengelolaan sumber daya merupakan kewajiban bagi agen sebagai pihak yang

menerima mandat dalam keagenan dan diawasi, diperiksa dan dievaluasi sehingga

dapat diukur kinerjanya baik dalam kegiatan maupun keuangan (Effendy, 2013).

Semakin berkurangnya asimetri informasi yang terjadi, maka kemungkinan

adanya tindakan korupsi juga semakin kecil.
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2.1.2 Audit Pemerintah (Governmental Audit)

Secara umum auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh

dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang

kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat

kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersenut dengan kriteria yang telah

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang

berkepentingan (Mulyadi, 2002:9). Menurut Arens, Beasley dan Elder (2011:4)

“auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to

determine and report on the degree of correspondense between the information

and established criteria. Auditing Should be done by a competent, independent

person.” Dalam konteks ini, inti dari audit adalah proses membandingkan bukti

dengan kriteria yang telah ditetapkan dilakukan oleh orang yang independen dan

kompeten. Sementara audit sektor publik menurut Rai (2008) adalah kegiatan

yang ditunjukkan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan

barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan

negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang

ditemukan dan kriteria yang ditetapkan.

Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara.

Audit keuangan negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pemeriksaan atau audit berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya

pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Standar

Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), terdapat tiga jenis audit keuangan negara

yaitu Audit Keuangan, Audit Kinerja dan Audit Tujuan Tertentu. Audit Keuangan

bertujuan untuk memberi keyakinan yang memadai (reasonable assurance),

apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang

material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau

Audit Kinerja meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Audit Tujuan

Tertentu dapat bersifat eksaminasi (examination), reviu (review), atau prosedur

yang disepakati (agrees-upon procedures) merupakan audit khusus di luar audit

keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal

yang diaudit.

Beberapa peneliti mendiskusikan pentingnya audit pada sektor publik.

Ferraz dan Finan dalam Liu dan Lin (2012) menemukan bahwa laporan audit

pemerintah dapat mengungkapkan aktivitas korupsi dan kemudian mempengaruhi

hasil pemilihan umum. Sedangkan Liu Jiayi dalam Liu dan Lin (2012)

menambahkan bahwa institusi audit dapat berperan sebagai “immune system”

yang menjaga ekonomi dan sistem keuangan. Dengan adanya audit,

penyimpangan dapat dicegah dan kelemahan-kelemahan atas pengendalian

internal dapat diperbaiki. Namun, audit pemerintah hanya akan berjalan sebagai

pencegah korupsi jika tindak lanjut perbaikan terhadap penyalahgunaan dalam

proses penerimaan dan pengeluaran dana dan dengan jaminan bahwa keputusan

dan rekomendasi dilaksanakan seluruhnya.
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2.1.3 Korupsi

2.1.3.1 Pengertian Korupsi

Secara terminologi korupsi berasal dari bahasa Latin “corruptus” yang

berarti kerusakan atau kebobrokan. Istilah korupsi muncul dalam beberapa bahasa

di Eropa seperti Perancis dengan kata corruption, dan bahasa Belanda

menggunakan kata corruptie yang selanjutnya menjadi “korupsi” dalam bahasa

Indonesia (Jahja, 2012:7)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai

penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan) untuk keperluan

pribadi atau orang lain. Sementara pengertian korupsi secara harfiah menurut

Hartanti (2007:9) diartikan sebagai sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika

membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu

karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk,

jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam

jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga

atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Rumusan lain terkait korupsi mengacu pada 13 buah pasal Undang-Undang

Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal

tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis Tindak Pidana Korupsi

(TPK) yang terbagi dalam 7 kelompok yaitu: (a) Kerugian Keuangan Negara, (b)

Suap menyuap, (c) Penggelapan dalam jabatan, (d) Pemerasan, (e) Perbuatan

curang, (f) Benturan kepentingan dalam pengadaan dan (g) Gratifikasi.
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2.1.3.2 Faktor-faktor penyebab korupsi

Terjadinya korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) sistem

pemerintahan dan birokrasi yang memang kondusif untuk melakukan

penyimpangan, (2) belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat, dan

belum adanya perangkat peraturan dan perundang-perundangan yang tegas

(Sopanah dan Wahyudi, 2010). Faktor lainnya menurut Fadjar (2002) adalah

tindak lanjut dari setiap penemuan pelanggaran yang masih lemah dan belum

menunjukkan “greget” oleh pimpinan instansi. Terbukti dengan banyaknya

penemuan yang ditutup secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas serta tekad dalam

pemberantasan korupsi dan dalam penuntasan penyimpangan yang ada dari semua

unsur tidak kelihatan. Di samping itu kurang memadainya sistem

pertanggungjawaban organisasi pemerintah kepada masyarakat yang

menyebabkan banyak proyek yang hanya sekedar pelengkap laporan kepada

atasan.

2.1.3.3 Dampak korupsi

Dampak korupsi sangat berbahaya bagi individu, kelompok individu,

organisasi, masyarakat, institusi, bahkan bangsa dan negara. Dampak tersebut dapat

dirasakan seketika maupun secara perlahan-lahan, namun pasti. Akumulasi dari

akibat korupsi, pada tingkat tertentu, dapat mengancam kelangsungan pemerintahan

suatu negara, sedangkan bagi organisasi selain menimbulkan kerugian keuangan

juga berdampak tidak tercapainya tujuan organisasi. Menurut Chetwynd dkk. (2003)

korupsi memiliki dampak terhadap kemiskinan yang kemudian dapat dijelaskan

melalui dua model yaitu model pemerintahan dan model ekonomi. Model

pemerintahan menjelaskan bahwa korupsi mengikis kapasitas lembaga pemerintah
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dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, menurunkan kepatuhan

terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan, meningkatkan tekanan anggaran

pemerintah, serta mengalihkan investasi publik jauh dari kebutuhan publik terutama

dalam proyek-proyek modal (dimana suap dapat terjadi). Sedangakan model

ekonomi menjelaskan bahwa korupsi menciptakan inefisiensi dengan meningkatkan

biaya untuk berbisnis, mengurangi investasi, menghalangi kompetisi, dan

meningkatkan kesenjangan pendapatan. Sehingga akan menciptakan ketidakadilan,

melemahkan demokrasi, membuata yang kaya menjadi lebih kaya dan mendukung

para diktator, menyebabkan berkurangnya investasi domestik dan asing, mengurangi

penerimaan pajak dan melemahkan jiwa wirausaha, menghambat penyediaan barang

publik, melemahkan pertumbuhan ekonomi, dan akan meningkatkan kemiskinan

terutama di negara-negara yang sedang berkembang.

2.1.3.4 Memerangi korupsi

Upaya memerangi korupsi, di Indonesia, tidaklah mudah karena korupsi

tersebut ditengarai telah sangat kompleks (bersifat sistemik), yaitu melibatkan

berbagai unsur dan kepentingan. Untuk mengatasinya diperlukan upaya yang

komprehensif. Jeremy Pope (2003) menawarkan enam bidang pokok perubahan

yang dapat mendukung pelaksanaan strategi anti korupsi yang menyeluruh, yaitu:

kepemimpinan, program publik, perbaikan organisasi pemerintah, penegakan

hukum, kesadaran masyarakat dan pembentukan lembaga pencegah korupsi.

Myrdal dalam Lubis (1987) memberi saran penanggulangan korupsi yaitu

agar pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan administratif yang

menyangkut orang perorangan dan perusahaan lebih disederhanakan dan

dipertegas, pengadaan pengawasan yang lebih keras, kebijaksanaan pribadi dalam
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menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh mungkin, gaji pegawai yang

rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial ekonominya diperbaiki, lebih

terjamin, satuan-satuan pengamanan termasuk polisi harus diperkuat, hukum

pidana dan hukum atas pejabat-pejabat yang korupsi dapat lebih cepat diambil.

Orang-orang yang menyogok pejabat-pejabat harus ditindak pula.

Kartono (1983) menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut: (1)

adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan

partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh, (2)

menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan

nasional, (3) para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan

menindak korupsi, (4) adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas

dan menghukum tindak korupsi, (5) reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi

pemerintah, melalui penyederhanaan jumlah departemen, beserta jawatan

dibawahnya, (6) adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan

“achievement” dan bukan berdasarkan sistem “ascription”, (7) adanya kebutuhan

pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah, (8)

menciptakan aparatur pemerintah yang jujur, (9) sistem budget dikelola oleh

pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem

kontrol yang efisien, (10) herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan

perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi.

Widjajabrata dan Zacchea (2004) menyebutkan terdapat empat strategi

dalam upaya pemberantasan korupsi, yakni: (1) memfokuskan pada penegakkan

hukum dan penghukuman terhadap pelaku, (2) melibatkan masyarakat dalam

mencegah dan mendeteksi korupsi, (3) melakukan upaya reformasi sektor publik
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yang utama, dimana termasuk didalamnya kegiatan penguatan akuntabilitas,

transparasi, dan pengawasan, (4) memperkuat aturan hukum, meningkatkan

kualitas UU anti korupsi, penanganan tindakan pencucian uang, dan

mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menyangkut korupsi di pemerintah daerah, menurut de Asis (2006)

terdapat lima strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi, yakni: (1)

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, (2) penilaian keinginan politik dan

titik masuk untuk memulai, (3) mendorong partisipasi masyarakat, (4)

mendiagnosa masalah yang ada, (5) melakukan reformasi dengan menggunakan

pendekatan yang holistik.

Berdasarkan pendapat dari para ilmuwan diatas, dapat disimpulkan bahwa

upaya penanggulangan terhadap korupsi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu

pencegahan dan penindakan. Kedua upaya tersebut sama pentingnya. Upaya

pencegahan mencakup semua usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah agar

tidak terjadi tindak korupsi. Sedangkan upaya penindakan adalah usaha yang

dilakukan untuk menyelamatkan uang atau kerugian negara akibat korupsi dan

menghukum pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemberantasan

korupsi yang dilakukan selama ini di Indonesia masih terfokus pada upaya

penindakan dan itupun belum dilakukan dengan sungguh-sungguh (Bahrin, 2004).

Maka dari itu masih sangat perlu dilakukan usaha-usaha yang serius dalam rangka

memerangi korupsi, utamanya upaya pencegahan yang belum mendapat perhatian

yang berimbang.
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2.1.4 Latar Belakang Institusi

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 23 E, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) merupakan lembaga

tinggi negara yang bebas dan mandiri dalam sistem ketatanegaraan Republik

Indonesia, berwewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara. Tugas dan wewenang BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara,

Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan

lainnya yang mengelola keuangan negara.

Hasil audit pemerintah oleh BPK berupa opini audit, temuan audit yang

terdiri dari temuan efektivitas sistem pengendalian internal dan temuan

ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, serta rekomendasi yang

memerlukan tindak lanjut dari auditee.

2.1.4.1 Opini Audit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004

Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal

1 angka 11, opini audit Negara adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan

pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan. Kriteria atas pemberian opini adalah kesesuaian dengan standar

akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures),
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kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem

pengendalian intern.

Terdapat  empat jenis  opini  yang  dapat  diberikan  oleh  pemeriksa yang dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a. Opini  wajar  tanpa  pengecualian

Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) menyatakan bahwa

laporan keuangan menyajikan bahwa laporan keuangan menyajikan secara

wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus

kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntasi yang berlaku umum.

Dalam suatu keadaan tertentu pemeriksa dapat menambahkan suatu paragraf

penjelasan dalam laporan pemeriksaannya.

b. Opini  wajar  dengan  pengecualian

Opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion) menyatakan bahwa

laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material,

posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang

berhubungan dengan yang dikecualikan.

c. Opini  tidak  wajar

Opini tidak wajar (adversed opinion) menyatakan bahwa laporan keuangan

secara keseluruhan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil

usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlaku umum.
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d. Pernyataan menolak memberikan opini

Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) menyatakan

bahwa pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Opini

ini apabila pemeriksa tidak yakin akan kewajaran laporan keuangan karena

pemeriksan tidak dapat melaksanakan audit secara standar akibat

pembatasan ruang lingkup audit, pemeriksa tidak berkedudukan secara

independen, dan adanya ketidakpastian luas biasa yang sangat

mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

2.1.4.2 Temuan atas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Menurut Permendagri Nomor 4 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern

(SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan

untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas,

efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pengendalian intern pada

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi kriteria pemberian

opini melalui evaluasi atas efektivitas SPI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 dan Ikhtisar Hasil

Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK, rincian temuan audit atas SPI adalah sebagai

berikut:

a. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yang terdiri dari:

(1) Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat; (2) Penyususunan

laporan tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan; (3) Keterlambatan
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penyampaian laporan; dan (4) Sistem informasi akuntansi dan pelaporan

belum didukun sumber daya manusia yang memadai.

b. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja, seperti (1) Perencanaan kegiatan tidak memadai; (2) Kegiatan yang

tidak sesuai dengan aturan; (3) Penyimpangan terhadap peraturan

perundang-undangan; (4) Pelaksanaan belanja di luar mekanisme

APBN/APBD; dan (5) Pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat.

c. Kelemahan struktur pengendalian internal, seperti (1) Tidak memiliki SOP

yang formal; (2) SOP tidak berjalan secara optimal; (3) Tidak adanya satuan

pengawasan; (4) Satuan pengawasan internal tidak memadai; dan (5) Tidak

ada pemisahan tugas.

2.1.4.3 Temuan atas Ketidakpatuhan Peraturan dan Perundang-undangan

Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan

akuntansi pemerintahan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menyebutkan

bahwa kepatuhan terhadap peraturan ketentuan perundang-undangan komponen

terakhir yang diungkapkan BPK dalam rangka menilai akuntabilitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah kepatuhan terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan

mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang

mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan

penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan

ketidakefektifan. Atas rincian temuan audit untuk temuan ketidakpatuhan

terhadap peraturan perundangan-undangan adalah sebagai berikut:
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a. Temuan kerugian negara atau indikasi kerugian negara: (1) Belanja fiktif;

(2) Kemahalan harga; (3) Kelebihan pembayaran; (4) Kekurangan volume

pekerjaan; (5) Pembayaran honorarium dan atau biaya perjalanan dinas

ganda; (6) Indikasi tindak pidana korupsi; dan (7) Penggunaan aset untuk

kepentingan pribadi.

b. Temuan kekurangan penerimaan

1) Pajak/penerimaan negara bukan pajak (PNBP) belum/terlambat

dipungut dan disetor ke Kas Negara/Kas Daerah.

2) Kelebihan pembayatan subsidi oleh pemerintah

c. Temuan administrasi, seperti (1) Pencatatan tidak/belum dilakukan secara

akurat; (2) Pertanggungjawaban tidak akuntabel; (3) Pengalihan anggaran

antara Mata Anggaran Keluaran (MAK) tidak sah; (4) Entitas terlambat

menyampaikan laporan pertanggungjawaban; (5) Salah pembebanan

anggaran.

d. Temuan kehematan dan efisiensi, terdiri dari: (1) Pengadaan barang/jasa

melebihi kebutuhan; (2) Penetapan harga standar tidak realistis; (3)

Ketidakhematan/pemborosan keuangan negara.

e. Temuan efektivitas, terdiri dari: (1) Penggunan anggaran tidak tepat sasaran;

(2) Pemanfaatan barang/jasa tidak sesuai dengan perencanaan; (3)

Pengadaan barang yang tidak termanfaatkan; (4) Pemanfaatan barang/jasa

tidak berdamak terhadap pencapaian tujuan organisasi.

2.1.4.4 Tindak Lanjut Hasil Audit

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil

pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/badan berwenang untuk
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melakukan tindakan dan atau perbaikan. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004

menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan wajib memberikan jawaban atau

penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan atau

keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pihak lain yang

kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tindak

lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib dilakukan oleh pejabat yang

diperiksa. Pejabat yang diperiksa wajib memberikan jawaban atau penjelasan

kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-

lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Apabila sebagian atau seluruh

rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka

pejabat wajib memberikan alasan yang sah.

Selanjutnya, BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari

pejabat yang diperiksa dan atau pejabat yang bertanggung jawab untuk

menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai rekomendasi

BPK. Menurut peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang pemantauan tindak

lanjut hasil pemeriksaan, hasil penelaahan diklasifikasikan dalam empat status

yaitu; tindak lanjut sudah sesuai dengan rekomendasi, tindak lanjut belum sesuai

rekomendasi, rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan rekomendasi tidak dapat

ditindaklanjuti. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban

menindaklanjuti rekomendasi dapat  dikenai  sanksi  administratif  sesuai dengan

ketentuan  peraturan  perundang-undangan di bidang kepegawaian.
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2.1.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu dalam tabel 2.1

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No
Peneliti dan

Judul
Variabel

Metodologi
Penelitian

Hasil Penelitian

1 Liu dan Lin
(2012)
Goverment
Auditing and
Corruption
Control :
Evidence
from China's
Provincial
Panel Data

Independen:
Temuan Audit,
Tindak Lanjut
hasil Audit

Dependen:
Tingkat korupsi

a. Sampel dan
lokasi penelitian
: 31 provinsi di
China pada
tahun 1999-
2008.

b. Metode
sampling :
random
sampling

Temuan audit
berpengaruh
positif terhadap
tingkat korupsi di
provinsi.
Tindak lanjut
hasil audit
berpengaruh
negatif terhadap
tingkat korupsi di
provinsi.
Audit
pemerintahan
berpengaruh
dalam
mengurangi
korupsi

2 Olken (2007)
Monitoring
Corruption :
Evidence
from a Field
Experiment in
Indonesia

Independen:
hasil audit
kinerja pada
proyek
pemerintah
Kontrol: ukuran
desa
Dependen:
Korupsi

a. Sampel dan
lokasi penelitian
: 608 desa di
provinsi Jawa
Barat dan
Jakarta pada
September 2003
hingga Agustus
2004,

b. Metode
pengumpulan
data: field
experiment-
survey.

Probabilitas
proyek jalan
lintas desa yang
diaudit
pemerintah
meningkat dari 4
% menjadi 100%,
korupsi dalam
proyek tersebut
turun sebesar 8%.
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No
Peneliti dan

Judul
Variabel

Metodologi
Penelitian

Hasil Penelitian

3 Ismunawan
(2016)
Pengaruh
Faktor Non-
Keuangan dan
Keuangan
terhadap
Tingkat
Korupsi
Pemerintah
Daerah di
Indonesia

Independen:
Transparasi,
Opini,
Kapabilitas
Internal Auditor,
Belanja Modal,
Kekayaan
Daerah dan
Ketergantungan
dana pemerintah

Dependen:
Korupsi

a. Sampel dan
lokasi penelitian
: 50
kabupaten/kota
di Indonesia,

b. Operasional
variabel: Untuk
variabel tingkat
korupsi
menggunakan
data Corrupsion
Perseption
index (CPI),

Secara simultan
variabel
transparansi,
opini, kapabilitas
auditor internal,
belanja modal,
kekayaan daerah
dan
ketergantungan
dana pemerintah
berpengaruh
tehadap korupsi.

Secara parsial
variabel
transparansi,
opini, kapabilitas
auditor internal,
belanja modal,
kekayaan daerah
dan
ketergantungan
dana pemerintah
berpengaruh
tehadap korupsi.

4 Masyitoh dkk
(2015)
Pengaruh
Opini Audit,
Temuan Audit
dan Tindak
Lanjut Hasil
Audit
terhadap
Persepsi
Korupsi pada
Pemerintah
Daerah
Tingkat II
Tahun 2008-
2010

Independen:
opini audit,
temuan
kelemahan SPI,
temuan
ketidakpatuhan
peraturan, tindak
lanjut hasil audit

Dependen:
Persepsi
Korupsi

a. Sampel dan
lokasi penelitian
: 50
kabupaten/kota
di Indonesia
pada tahun
2008-2010,

b. Operasional
variabel: Untuk
variabel tingkat
korupsi
menggunakan
data Corrupsion
Perseption
index (CPI),

Opini audit dan
tindak lanjut hasil
audit berpengaruh
negatif terhadap
persepsi korupsi.

Temuan audit atas
kelemahan
pengendalian
internal tidak
berpengaruh pada
persepsi korupsi.

Pengujian
tambahan pada
temuan audit
yang
berhubungan
dengan
kelemahan
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No
Peneliti dan

Judul
Variabel

Metodologi
Penelitian

Hasil Penelitian

akuntansi dan
sistem kendali
pelaporan serta
temuan audit
yang
menyebabkan
kerugian Negara
berpengaruh
positif terhadap
persepsi korupsi

5 Rini dan
Sarah (2014)
Opini Audit
dan
Pengungkapan
atas Laporan
Keuangan
Pemerintah
Kabupaten
serta
Kaitannya
dengan
Korupsi di
Indonesia

Independen:
opini audit,
pengungkapan
atas laporan
keuangan

Dependen:
Korupsi

a. Jenis penelitian:
kualitatif
deskriptif,

b. Metode analisis
data: analisis isi
konten,

c. Operasional
variabel: Untuk
variabel tingkat
korupsi
menggunakan
data Corrupsion
Perseption
index (CPI),

Kualitas
pelaporan
keuangan
semakin
meningkat.

Tidak terdapat
kaitan antara
pengungakapan
laporan keuangan
pemerintah
daerah kabupaten
dengan opini
yang diberikan
BPK.

Perkembangan
korupsi di
Indonesia
semakin
bertambah.

Pengungkapan
laporan keuangan
daerah kabupaten
dan opini audit
memiliki
keterkaitan
dengan tingkat
korupsi di
Indonesia.
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No
Peneliti dan

Judul
Variabel

Metodologi
Penelitian

Hasil Penelitian

6 Heriningsih
dan Marita
(2012)
Pengaruh
Opini Audit
dan Kinerja
Keuangan
Pemerintah
Daerah
terhadap
Tingkat
Korupsi
Pemerintah
Daerah (Studi
Empiris pada
Pemerintah
Kabupaten
dan Kota di
Pulau Jawa)

Independen:
opini audit,
kinerja
keuangan

Dependen:
tingkat korupsi

a. Sampel dan
lokasi penelitian
: 13
kabupaten/kota
di Pulau Jawa
tahun 2008-
2010,

b. Operasional
variabel: Untuk
variabel tingkat
korupsi
menggunakan
data Corrupsion
Perseption
index (CPI),

Variabel opini
audit dan kinerja
keuangan tidak
berpengaruh
terhadap tingkat
korupsi

2.2 Kerangka Pemikiran

Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia membawa implikasi pada

terjadinya pergeseran relasi kekuasaan pusat–daerah dan antar lembaga di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, pemerintah daerah

memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan atas daerahnya secara

mandiri. Otonomi daerah pada dasarnya diberikan pada daerah agar pemerintah

daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah

daerah untuk tercapainya good governance. (Mardiasmo, 2009). Namun menurut

Rinaldi, Purnomo, dan Damayanti (2007) sejak diberlakukannya otonomi daerah

di tahun 2001 telah terjadi kecenderungan korupsi di pemerintah daerah yang

meningkat. Dengan demikian, semakin luasnya pelaksanaan otonomi daerah,

perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan
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korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) baru atau memindahkan KKN dari tingkat

pusat ke daerah (Pontas R. Siahaan, 2004).

Salah satu upaya tindakan pengawasan pemerintah dalam rangka memberantas

korupsi adalah dibentuknya institusi independen yang melakukan pemeriksaan

terhadap keuangan negara (audit). Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang

Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara,

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) memiliki tugas untuk

melakukan audit atas LKPD. Pemeriksaan oleh BPK-RI tidak hanya

menghasilkan opini atas laporan keuangan dan laporan keuangan yang diaudit

tetapi juga memberikan catatan hasil temuan. Temuan tersebut menjelaskan

kelemahan pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Hasil audit juga memberikan informasi potensi kerugian negara yang

ditemukan dalam proses audit akibat dari penyalahgunaan dan inefisiensi

penggunaan APBN/APBD (Setyaningrum, 2012). Secara keseluruhan proses audit

di sektor publik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Dwiputrianti,

2008) serta membantu mencegah adanya tindakan korupsi (Dye dan Staphenhurst

1998, Khan 2006).

Dari uraian diatas, opini audit, temuan audit atas sistem pengendalian intern

dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tindak lanjut

hasil audit diyakini memiliki hubungan dengan praktek korupsi yang banyak

terjadi di pemerintah daerah tingkat provinsi. Kerangka pemikiran penelitian ini

dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi

Kinerja Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka

memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan

dalam laporan keuangan (BPK, 2009). Opini audit laporan keuangan

menunjukkan tingkat kewajaran yang mencerminkan tingkat akuntabilitas laporan

keuangan yang diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek

korupsi. Opini audit yang wajar menunjukkan akuntabilitasnya baik yang itu

diyakini mampu mereduksi tingkat korupsi, demikian juga sebaliknya.

Penelitian  Rini dan Sarah (2014) menyatakan bahwa terdapat kaitan antara

opini yang diberikan oleh BPK RI dengan korupsi. Didukung oleh penelitian

Opini Audit (H1)

Temuan Audit  atas kelemahan
sistem pengendalian intern (H2)

Tindak Lanjut Hasil Audit (H4)

Tingkat Korupsi

Variabel Kontrol:

Ukuran Pemerintah

Variabel Independen Variabel Dependen

Temuan Audit  atas
ketidakpatuhan terhadap
peraturan dan perundang-
undangan (H3)
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Ismunawan (2016) yang membuktikan secara empiris bahwa opini audit memiliki

pengaruh terhadap korupsi pemerintah daerah. Masyitoh dkk., (2015) menyatakan

opini audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Semakin baik opini

audit yang diperoleh menunjukkan semakin rendah potensi korupsi di lingkungan

pemerintah daerah.

H1:  Opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.

2.3.2 Temuan Audit dan Tingkat Korupsi

Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan

hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan

atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (BPK, 2009). Kelemahan

sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan yang dilaporkan BPK menunjukkan tingkat akuntabilitas

laporan keuangan. Semakin banyak kelemahan sistem pengendalian intern dan

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan

informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat

diandalkan (BPK, 2009).

Huefner (2011) menyatakan bahwa cara yang utama untuk mencegah

terjadinya kecurangan yaitu dengan adanya sistem pengendalian intern yang kuat.

Sehingga semakin banyak temuan kelemahan pengendalian internal akan

meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan Huefner (2011), temuan audit atas sistem pengendalian intern dapat

digunakan untuk mendeteksi adanya potensi kecurangan di lingkungan

pemerintah daerah.
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Penelitian yang dilakukan Masyitoh dkk., (2015) menyatakan bahwa

temuan audit atas ketidakpatuhan pada perundang-undangan berpengaruh positif

terhadap persepsi korupsi. Semakin banyak temuan atas ketidakpatuhan pada

perundang-undangan menunjukkan persepsi korupsi yang lebih tinggi.

Mustikarini dan Fitriasari (2012) serta Arifianti et al. (2013) telah membuktikan

secara empiris bahwa ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan dan

perundang-undangan memiliki dampak yang negatif dan signifikan terhadap

penilaian kinerja. Adanya pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan

menunjukkan buruknya penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.

H2 = Temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh

positif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.

H3 = Temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi pemerintah

daerah.

2.3.3 Tindak Lanjut Hasil Audit dan Tingkat Korupsi

Tahapan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh

auditor penting untuk dilakukan agar rekomendasi yang diusulkan oleh auditor

dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Dengan

melaksanakan apa yang telah direkomendasikan oleh auditor, maka pemerintah

daerah telah berupaya untuk memperbaiki kesalahan dalam pertanggungjawaban

penyelenggaraan negara.
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Menurut Liu dan Lin (2012) bahwa pembetulan setelah adanya proses audit

(audit rectification) lebih penting dari deteksi atas temuan audit itu sendiri karena

upaya untuk melakukan pembetulan audit dapat meningkatkan efektivitas proses

audit. Pembetulan setelah proses audit merupakan suatu bentuk tanggung jawab

dari pemerintah daerah atas kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan

publik. Tanpa adanya penyelesaian maka temuan audit tidak bermanfaat untuk

menciptakan akuntabilitas dalam proses audit pemerintahan demi terciptanya

akuntabilitas. Penelitian Liu dan Lin mengemukakan bahwa tindak lanjut hasil

audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Hasil serupa dikemukakan

oleh Masyitoh, dkk. (2015) yang menyatakan tindak lanjut hasil audit

berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Semakin banyak rekomendasi

auditor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah menunjukkan tingkat korupsi yang

lebih rendah.

H4: Tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah

berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas yang

menjelaskan pengaruh opini audit, temuan audit atas sistem pengendalian intern

dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tindak lanjut

hasil audit (variabel independen) terhadap tingkat korupsi (variabel dependen)

dengan variabel kontrol ukuran pemerintah.

3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel Terikat (Dependent Variabel) merupakan variabel yang menjadi

perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Variabel Terikat (Dependent Variabel)

merupakan variabel yang dipengaruhi variabel lain baik secara positif maupun

secara negatif (Sekaran, 2006). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat

korupsi pemerintah daerah.

a. Tingkat Korupsi

Tingkat korupsi diukur dengan menghitung jumlah kasus tindak pidana

korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi di setiap provinsi, disesuaikan

dengan ukuran populasi (kasus per 10.000 penduduk) (Liu dan Lin, 2012).
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Kasus korupsi dalam penelitian meliputi seluruh kasus korupsi baik tahap

penyelidikan maupun penyidikan. Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan

dengan CORRUPT dalam persamaan.

2. Variabel Independen

Variabel Bebas (Independent Variabel) merupakan variabel yang

mempengaruhi variabel lain baik secara positif maupun secara negatif (Sekaran,

2006). Variabel bebas dari penelitian ini adalah tingkat akuntabilitas pemerintah

daerah yang dilaporkan oleh BPK RI yang terdiri dari opini audit laporan

keuangan pemerintah daerah, kelemahan sistem pengendalian intern laporan

keuangan pemerintah daerah, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan laporan keuangan pemerintah daerah.

a. Opini Audit

Opini audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terdiri

dari empat opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion),

Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion), Tidak Wajar

(TW/Adverse opinion) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer

opinion). Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel dummy yaitu

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan diberi nilai 1 dan opini lainnya

(WDP, TW, TMP) diberi nilai 0 (Masyitoh dkk., 2015). Selanjutnya variabel

ini akan disimbolkan dengan AUOPI di dalam persamaan.

b. Temuan Audit atas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Hasil evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) oleh BPK menunjukkan

kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang dapat

dikelompokkan sebagai kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan
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pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan

dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Variabel

kelemahan sistem pengendalian intern LKPD provinsi diukur dengan

menghitung jumlah kasus kelemahan sistem pengendalian intern atas LKPD

yang dilaporkan BPK, disesuaikan dengan jumlah populasi (Liu dan Lin,

2012). Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan AUSPI dalam

persamaan.

c. Temuan Audit atas Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan

Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi

mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah,

kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan, ketidakefisienan,

dan ketidakefektifan. Variabel ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan LKPD provinsi diukur dengan menghitung nilai kasus

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas

LKPD yang dilaporkan BPK, disesuaikan dengan jumlah populasi.

Selanjutnya variabel ini akan disimbolkan dengan AUPUU dalam persamaan.

d. Tindak Lanjut Hasil Audit

Tindak lanjut hasil audit diukur dengan nilai penyetoran atau penyerahan aset

ke bendahara negara, menjumlahkan rekomendasi hasil audit yang sudah

ditindak lanjuti sesuai dengan sanksi dan denda dalam rekomendasi tersebut,

khususnya jumlah yang dikembalikan ke kas Negara dikembalikan kepada
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saluran yang seharusnya (Liu dan Lin, 2012). Selanjutnya variabel ini akan

disimbolkan dengan AUREC dalam persamaan.

3. Variabel Kontrol

Ukuran pemerintahan merupakan variabel kontrol terhadap tingkat

korupsi. Ukuran pemerintahan dilihat dari proporsi realisasi belanja terhadap

Produk Domestik Regional Bruto (Masyitoh dkk., 2015). Selanjutnya variabel

ukuran pemerintah provinsi disimbolkan sebagai GOVSIZE dalam persamaan.

Secara lebih lengkap, definisi masing-masing variabel dalam penelitian

ini akan disajikan pada tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel Konsep
Skala

pengukuran

Tingkat Korupsi

(CORRUPT)

Jumlah Kasus Tindak Pidana Korupsi

per provinsi yang ditangani oleh

Kejaksaan Tinggi disesuaikan dengan

jumlah populasi provinsi (kasus per

10.000 penduduk)

Rasio

Opini Audit (AUOPI) Opini audit BPK-RI WTP = 1, non

WTP=0

Nominal

Temuan audit atas

kelemahan sistem

pengendalian intern

(AUSPI)

Jumlah temuan audit atas kelemahan

sistem pengendalian intern, disesuaikan

dengan jumlah populasi (temuan

perkapita)

Rasio

Temuan Audit  atas

ketidakpatuhan terhadap

peraturan dan

perundang-undangan

(AUPUU)

Nilai temuan audit atas ketidakpatuhan

terhadap peraturan dan perundang-

undangan, disesuaikan dengan jumlah

populasi (rupiah perkapita)

Rasio
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Variabel Konsep
Skala

pengukuran

Tindak lanjut hasil audit

(AUREC)

Total nilai rekomendasi yang sudah

ditindaklanjuti ditindak lanjuti sesuai

dengan sanksi dan denda dalam

rekomendasi tersebut, khususnya

jumlah yang dikembalikan ke kas

Negara (rupiah perkapita)

Rasio

Ukuran Pemerintah

(GOVSIZE)

Realisasi belanja provinsi/PDRB x

100%

Rasio

3.3 Populasi dan Sampel penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah 34 pemerintah daerah provinsi di

Indonesia. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu. Kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah provinsi dimana terdapat kejaksaaan tinggi yang

menangani kasus korupsi.

2. Pemerintah daerah provinsi yang memperoleh opini dari BPK, memiliki

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baik LHP atas kelemahan sistem

pengendalian intern maupun LHP atas ketidakpatuhan terhadap peraturan

dan perundang-undangan, serta laporan pemantauan tindak lanjut atas

rekomendasi auditor yang termasuk bagian dari LHP.

3. Memiliki data yang lengkap untuk seluruh variabel pada tahun anggaran

2011-2015.
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3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data

sekunder merupakan data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh

peneliti atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui keterangan,

catatan, dokumentasi, website/situs resmi yang dikeluarkan oleh suatu instansi.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi dan

studi pustaka.

1. Dokumentasi

Merupakan proses perolehan dokumen dengan mengumpulkan dan

mempelajari dokumen tersebut. Data opini audit, temuan audit, dan tindak

lanjut hasil audit yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester

(IHPS) tahun 2011-2015 diperoleh dari publikasi website Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia. Data jumlah kasus korupsi provinsi diperoleh

dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Data mengenai realisasi belanja

dan PDRB provinsi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Studi pustaka

Peneliti mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian melalui

buku, jurnal, skripsi, tesis, dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul

penelitian.

3.5 Metode Analisis Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini digunakan regresi data panel. Data panel adalah data

yang memiliki jumlah cross section dan jumlah time series. Metode analisis data

panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik deskriptif, pemilihan

estimasi model regresi data panel panel, uji asumsi klasik (normalitas,
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autokorelasi, multikoleniaritas dan heteroskedastisitas), serta uji koefisien

determinasi (R2), uji statistik F dan uji statistik t sebagai uji hipotesis (kelayakan

model) yang dilakukan dengan bantuan software Eviews 9.

3.5.1 Statistik Deskripstif

Statistika deskriptif memberikan gambaran secara umum mengenai karakter

variabel penelitian. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai

rata-rata, nilai median standar deviasi dan kisaran skor (maksimum dan minimum)

yang ditampilkan dalam tabel statistik deskriptif.

3.5.2 Estimasi Model Regresi Data Panel

Menurut Nachrowi dan Usman (2006:318) bahwa data panel merupakan

gabungan antara data berkala (time series) dan data individual (cross section).

Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap

suatu individu. Sedangkan data cross section merupakan data yang dikumpulkan

dalam satu waktu terhadap banyak individu.

Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data cross

section dan data time series adalah sebagai berikut:

Yit = α + β1X1it + β2X2it + … + βnXnit + eit

dimana:

Yit = variabel terikat (dependent)

Xit = variabel bebas (independent)

i = entitas ke-i

t = periode ke-t

Persamaan di atas merupakan model regresi linier berganda (multiple regression)

dari beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat. Estimasi model regresi
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linier berganda bertujuan untuk memprediksi parameter model regresi yaitu nilai

konstanta (α) dan koefisien regresi (βi). Konstanta biasa disebut dengan intersep

dan koefisien regresi biasa disebut dengan slope. Regresi data panel memiliki

tujuan yang sama dengan regresi linier berganda, yaitu memprediksi nilai intersep

dan slope. Penggunaan data panel dalam regresi akan menghasilkan intersep dan

slope yang berbeda pada setiap entitas/ perusahaan dan setiap periode waktu.

Menurut Widarjono (2007:251), metode estimasi regresi data panel terdapat

tiga pendekatan alternatif model yaitu:

1. Model Common Effect (pooled least square)

Merupakan model paling sederhana yang hanya menggabungkan data cross

section dan time series sebagai suatu kesatuan tanpa melihat perbedaan antar

waktu dan individu, dimana pendekatan yang sering dipakai adalah metode

Ordinary Least Square (OLS). Dalam model ini tidak memperhatikan

dimensi individu maupun waktu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data

antar daerah sama dalam berbagai rentang waktu.

2. Model Fixed Effect (FEM)

Pendekatan model ini mengasumsikan intersep dari setiap individu adalah

berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama). Teknik ini

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep

antar individu.

3. Model Random Effect (REM)

Model Random Effect adalah metode yang akan mengestimasi data panel di

mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar

individu. Model ini sangat berguna jika individu (entitas) yang diambil
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sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil populasi.

Teknik yang digunakan dalam model Random Effect adalah dengan

menambahkan variabel gangguan (error terms) yang mungkin saja akan

muncul pada hubungan antar waktu dan antar daerah. Teknik metode OLS

tidak dapat digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien, sehingga

lebih tepat untuk menggunakan Metode Generalized Least Square (GLS).

Menurut Widarjono (2007: 258), ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi

data panel.

1. Uji statistik F/Uji Chow, digunakan untuk memilih model terbaik antara

model Commom Effect atau model Fixed Effect. Pengujian yang dilakukan

dengan asumsi:

H0: mengikuti model Common Effect

H1: mengikuti model Fixed Effect.

Hipotesis uji Chow adalah sebagai berikut:

a. Jika nilai probabilitas Cross-Section F > signifikansi a = 0,05, maka H0

diterima. Model mengikuti Pooled Least Square/Common Effect

b. Jika nilai probabilitas Cross-Section F < signifikansi a = 0,05, maka H0

ditolak dan H1 diterima. Model mengikuti Effect Model.

2. Uji Hausman, digunakan untuk memilih model terbaik antara model Fixed

Effect atau Model Random Effect. Pengujian yang dilakukan dengan asumsi:

H0 : model mengikuti Random Effect.

H1: model mengikuti Fixed Effect.

Hipotesis Uji Hausman adalah sebagai berikut:
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a. Jika nilai probabilitas Cross-Section Random > nilai signifikansi a =

0,05, maka H0 diterima. Model mengikuti Random Effect.

b. Jika nilai probabilitas Cross-Section Random > signifikansi a = 0,05,

maka H0 ditolak dan H1 diterima. Model mengikuti Effect Model.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara model

Commom Effect atau model Random Effect. Pengujian dilakukan dengan

asumsi Hipotesis yang digunakan adalah :

H0 : Model mengikuti Common effect

H1 : Model mengikuti Random effect

Hipotesis Uji Lagrange Multiplier adalah sebagai berikut:

a. Jika hasil dari LM hitung > Chi-Square tabel, maka H0 diterima.

b. Jika hasil dari LM hitung < Chi-Square tabel, maka H1 diterima.

Apabila dari hasil uji Chow tersebut ditentukan bahwa metode Fixed Effect

yang digunakan, maka harus ada uji lanjutan dengan Uji Hausman untuk memilih

antara model Fixed Effect atau model Random Effect yang akan digunakan untuk

mengestimasi regresi data panel. Apabila dari uji Chow ditentukan bahwa model

Common Effect yang digunakan maka dilanjutkan dengan Uji Lagrange

Multiplier (LM), untuk memilih antara model Common Effect atau Random Effect.

3.5.3 Uji asumsi klasik

Regresi data panel memberikan alternatif model, Common Effect, Fixed

Effect dan Random Effect. Model Common Effect dan Fixed Effect menggunakan

pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) dalam teknik estimasinya, sedangkan

Random Effect menggunakan Generalized Least Squares (GLS) sebagai teknik
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estimasinya. Dalam membentuk persamaan regresi perlu dilakukan pengujian

asumsi klasik untuk mendapatkan persamaan yang bersifat BLUE (Best Linear

Unbiased Estimation). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier

dengan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) meliputi Uji Autokorelasi,

Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

antara variabel dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data

normal atau mendekati normal. Dalam software Eviews, normalitas sebuah

data dapat diketahui dengan membandingkan nilai probabilitas Jarque-Bera

(JB) dan tingkat signifikansi α = 0,05. Uji Jarque-Bera didapat dari histogram

normality yang akan kita bahas dibawah ini. Hipotesis yang digunakan

adalah:

H0 : Data berdistribusi normal

H1 :  Data tidak berdistribusi normal

Kriteria pengujiannya adalah:

1) Jika nilai probabilitas JB < α = 0,05, maka H0 ditolak, yang dapat

diartikan bahwa data tidak berdistribusi normal.

Jika nilai probabilitas JB > α = 0,05, maka H0 diterima atau data berdistribusi

normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel

independen saling berhubungan secara linier. Multikolinieritas terjadi apabila
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antara variabel-variabel independen terdapat hubungan yang signifikan.

Model regresi yang baik tidak terdapat masalah multikolinearitas atau tidak

adanya hubungan korelasi diantara variabel-variabel independennya. Untuk

mendeteksi adanya masalah multikolinieritas adalah dengan memperhatikan

besaran korelasi antar variabel independen.

Pedoman suatu model regresi bebas multikolinieritas, memiliki kriteria

sebagai berikut :

a) Koefisien korelasi antara variabel-variabel independen harus lemah, tidak

lebih besar dari 90 persen atau dibawah 0,90 (Ghozali, 2006).

b) Jika korelasi kuat antara variabel-variabel independen dengan variabel-

variabel independen lainnya (umumnya diatas 0,90), maka hal ini

menunjukkan terjadinya multikolinearitas yang serius (Ghozali, 2006).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (saat ini)

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi

korelasi maka disebut ada permasalahan autokorelasi. Model regresi yang

baik adalah yang bebas dari permasalahan autokorelasi.

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya

autokorelasi adalah dengan Uji Durbin Watson (DW Test). DW Test

digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan

mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi serta tidak

terdapat variabel lain diantara variabel independen. Dasar pengambilan

keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:



46

1) Apabila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (du) dan

(4-du) maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi.

2) Apabila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl)

maka autokorelasi > 0, berarti ada autokorelasi positif.

3) Apabila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasi < 0,

berarti ada autokorelasi negatif.

4) Apabila nilai DW terletak antara (du) dan (dl) atau DW terletak antara (4-

du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

d. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas adalah terjadinya varians yang tidak sama untuk variabel

independen yang berbeda. Heteroskesdastisitas berarti varian variabel

gangguan yang tidak konstan. Sedangkan homoskedastisitas berarti semua

varian variabel gangguan memiliki varian yang konstan. Salah satu metode

estimasi Ordinary Least Squares (OLS) adalah homoskedastisitas.

Konsekuensi apabila estimator OLS terdapat masalah heteroskedastisitas,

maka akan menyebabkan metode OLS tidak lagi mempunyai varian yang

minimum atau dengan kata lain tidak lagi BLUE (Best Linear Unbiased

Estimation).

Dalam mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas penelitian yang

kita pakai ini menggunakan Uji Glejser yakni meregresikan nilai mutlaknya.

Ketentuan yang dipakai, jika nilai probabilitasnya tidak signifikan secara

statistik pada derajat 5% maka hipotesis nol diterima, yang berati tidak ada

heteroskedastisitas dalam model. Sebaliknya jika nilai probabilitasnya
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signifikan secara statistik pada derajat 5% maka hipotesis nol ditolak, yang

berati ada masalah heteroskedastisitas dalam model (Gujarati, 2007).

3.5.4 Model Persamaan Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini, penulis mencoba merepresentasikan beberapa implikasi

yang diperoleh dari hubungan hasil audit yang dilakukan oleh BPK-RI terhadap

perkembangan tingkat korupsi di suatu wilayah. Tujuan penelitian ini adalah

untuk mengevaluasi bagaimana pengaruh hasil audit BPK-RI terhadap tingkat

korupsi dengan menggunakan realisasi belanja dan PDRB sebagai variabel

kontrol. Penelitian ini menggunakan menggunakan data time series selama 5

(lima) tahun terakhir yang diwakili data tahunan dari 2011-2015 dan data cross

section sebanyak 31 daerah provinsi di Indonesia. Persamaan regresi data

panelnya dapat dituliskan sebagai berikut:

CORRUPTi,t = αₒ+ β₁AUOPIi,t-1 + β2AUSPIi,t-1 + β3AUPUUi,t-1 +

β4AURECi,t-1 + β5GOVSIZEi,t + ε

Keterangan:

CORRUPTi,t : Tingkat korupsi provinsi i tahun ke-t

αₒ : konstanta

β₁, β2,β3,β4,β5 : koefisien regresi

AUOPIi,t-1 : opini audit provinsi i tahun t-1

AUSPIi,t-1 : temuan audit SPI provinsi i tahun t-1 (temuan per kapita)

AUPUUi,t-1 : temuan audit PUU provinsi i t-1 (rupiah per kapita)

AURECi,t-1 : tindak lanjut hasil audit provinsi i t-1 (rupiah per kapita)

GOVSIZEi,t : ukuran pemerintahan provinsi i tahun ke -t

ε : error (kesalahan pengganggu)
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3.5.5 Uji Hipotesis

1. Uji koefisien determinasi

Uji Koefisien determinasi merupakan uji untuk mengetahui berapa besar

pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilainya lebih

dari 0,5 maka kemampuan variabel bebas kuat dalam menjelaskan variabel

terikat. Sedangkan sebaliknya jika nilainya kurang dari 0,5 maka kemampuan

variabel bebas tidak kuat dalam menjelaskan variabel terikat. Apabila nilai R2

= 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel AUOPI, AUSPI, AUPUU,

AUREC dan GOVSIZE dengan variabel tingkat korupsi pemerintah daerah

(CORRUPT), sedangkan jika R2 = 1 berarti terdapat suatu hubungan yang

sempurna.

2. Uji statistik F

Uji statistik F dilakukan guna menguji hipotesis koefisien (slope) regresi

secara bersamaan, dengan kata lain digunakan untuk memastikan bahwa

model yang dipilih layak atau tidak untuk mengintepretasikan pengaruh

variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu Uji statistik F juga dapat

digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau

variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara

bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Uji statistik F dilaksanakan

dengan melihat nilai (F-statistik). Apabila nilai (F-statistik) lebih kecil dari

lima persen (F-stat < 5%) maka seluruh variabel independen secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
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3. Uji statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel

independent secara individu (partial) dalam menjelaskan perilaku variabel

dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi

0,05 (a = 5%). Apabila nilai probabilitas di bawah 0,05 maka model yang

dipilih layak untuk mengintepretasikan pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil audit BPK RI

yang terdiri dari opini, temuan atas kelemahan sistem pengendalian intern, temuan

atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, dan tindak

lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi. Data sampel

pengamatan sebanyak 155 observasi pemerintah daerah provinsi di Indonesia

selama tahun 2011-2015.

Hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diringkas sebagai

berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap

tingkat korupsi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Heriningsih dan

Marita (2012).

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit atas kelemahan sistem

pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Hasil

penelitian ini mendukung penelitian Masyitoh, dkk (2015).

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan audit atas ketidakpatuhan

terhadap peraturan dan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap
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tingkat korupsi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Rini dan Damiati

(2017).

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap tingkat korupsi. Hasil penelitian ini

mendukung penelitian Masyitoh, dkk (2015), Liu dan Lin (2012).

5. Sesuai dengan asumsi tentang sifat manusia yang dijelaskan pada teori

keagenan (Agency Theory), bahwa manusia memiliki sifat untuk

mementingkan diri sendiri (self interest). Sehingga, meskipun sistem

pengendalian intern pemerintah sudah baik, penyelewengan dan

penyalahgunaan sumber daya publik masih terjadi karena kecenderungan

sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan pribadinya.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi yang mungkin bermanfaat

sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara

tindak lanjut hasil audit dengan tingkat korupsi sehingga auditor

diharapkan dapat meningkatkan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut

hasil audit oleh pemerintah provinsi.

Akan lebih baik apabila dibentuk peraturan (sanksi) yang lebih tegas

terkait pelaksanaan hasil tindak lanjut oleh auditee.

2. Bagi pemerintah

Dari hasil penelitian ini ditemukan tingkat korupsi di pemerintah

provinsi yang cukup tinggi sehingga diharapkan hasil penelitian ini
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dapat memotivasi pemerintah untuk memperkuat pengawasan atas

penyelenggaraan pemerintah provinsi.

Selain itu, pemerintah diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas

sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada pemerintah

provinsi, dengan cara menyinergikan immune system yang telah ada,

misalnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat serta instansi

APIP lainnya, sehingga penyelewengan dan penyalahgunaan sumber

daya publik dapat diminimalisir.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki keterbatasan sebagai

berikut:

1. Penelitian ini menggunakan seluruh data tingkat korupsi dari Kejaksaan

Agung Republik Indonesia tanpa mengklasifikasikan asal kasus korupsi

tersebut (pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten,

BUMN/BUMD) sehingga hasil analisisnya kurang mendalam.

2. Penelitian ini menguji data tanpa membagi kriteria tertentu misalnya

opini audit dalam empat kategori, sehingga analisis yang dihasilkan

terbatas tanpa melihat keterkaitan dengan variabel lainnya.

5.4 Saran

Penelitian mengenai tingkat korupsi pemerintah provinsi di masa yang akan

datang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas

dengan mempertimbangkan saran sebagai berikut:
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1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih

banyak dan menggunakan tahun pengamatan yang lebih panjang.

2. Menambah/memperluas sumber data tingkat korupsi, misalnya data

korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Melakukan klasifikasi dan pemisahan data terkait jumlah kasus korupsi

sehingga didapatkan kasus korupsi yang terjadi hanya pada pemerintah

provinsi saja.

4. Menambahkan variabel lain sebagai faktor yang diduga memiliki

keterkaitan dengan tingkat korupsi seperti pengungkapan laporan

keuangan sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.

5. Melakukan pemisahan pada variabel opini (WTP, WDP, TW, TMP)

sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.
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